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ABSTRAK 
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah bantuan dana dari pemerintah pusat melalui 
Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintahan kabupaten/kota melaksanakan pelayanan 
kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan menuju Millenium Development 
Goals (MDG’s) dengan meningkatkan kinerja puskesmas dan jarinngannya. Tujuan penelitian ini untuk 
melakukan evaluasi terhadap Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) melalui pendekatan sistim dilihat 
dari input, proses dan output di Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan observasi dengan analisis 
univariat dan analisis data kualitatif menggunakan model Miles and Huberman. Informan berjumlah 8 
orang yang terdiri dari Kepala Bina Kesehatan Masyarakat, kepala puskesmas dan pengelola program 
BOK dengan teknik purposive sampling sebagai metode penentuan informan tersebut. Hasil penelitian 
menunjukkan pelaksanaan program dana BOK di Kabupaten Jeneponto sudah berjalan dengan baik yang 
terlihat dari aspek kebijakan yang sudah mengeluarkan dana BOK dengan tepat, aspek SDM yaitu tenaga 
pengelola dana BOK telah sesuai dengan pedoman. Aspek pengorganisasian memiliki tenaga pelaksana 
yang berbeda serta dari aspek pengawasan dilakukan pemerintah setiap tahun secara periodik sehingga 
pada aspek pelaporan  menjadi baik. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan program BOK di 
Kabupaten Jeneponto telah berjalan dengan baik.  
Kata Kunci : Program BOK, input, proses dan output 
ABSTRACT 
Health Operational Assistance (HOA/BOK) is funding from the central government through the 
Ministry of Health in helping the Government of Regency /City implement appropriate health services 
Minimum Service Standards (MSS) towards the health Millennium Development Goals (MDG's) by 
improving the performance of health centers and their networking. The purpose of this study was to 
evaluate the Health Operational Assistance (HOA/BOK) through a systems approach views of inputs, 
processes and outputs in Jeneponto. This type of research is qualitative research. Data was collected 
through indepth interviews, observation and document review by univariate analysis and qualitative data 
analysis using the model of Miles and Huberman. Informants in this study were 8 people consisting of the 
Head of Community Health, Chief Health Center and Program Management BOK with purposive 
sampling technique as a method of determining the informant. The results showed that the 
implementation of the Operational Health Support Fund program in Jeneponto already well seen from 
the aspect of the policy that has been spent appropriately BOK, aspects of management of human 
resources shows BOK funds in accordance with the guidelines and aspects of program implementation 
are sufficient funds, then executing aspects of the organization have different power and control aspects 
of the government every year periodically so that the reporting aspect to be good because of the financial 
statements carried out periodically . The conclusion of this study that implementation of the Operational 
Health Support Fund program in Jeneponto already well. 





Kementerian kesehatan telah melakukan upaya terobosan melalui berbagai perubahan 
yang dilaksanakan secara berkesinambungan, salah satunya adalah dengan Bantuan  Operasional 
Kesehatan (BOK). Dana BOK diharapkan dapat mendorong dan  mempercepat pembangunan 
kesehatan di Indonesia. Karena itu, peluncuran skema BOK dilakukan karena dinilai fungsi 
puskesmas belum berjalan optimal seperti fungsi puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan 
perorangan primer, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer, fungsi pusat pemberdayaan 
masyarakat dan fungsi pusat pembangunan wilayah berwawasan kesehatan.
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 Sumber dana BOK 
yaitu Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) melalui dana tugas pembantuan 
kementerian kesehatan merupakan upaya pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah 
untuk mencapai target nasional di bidang kesehatan. BOK merupakan biaya operasional yang 
dikhususkan untuk membantu puskesmas. Hal ini dikarenakan peran puskesmas sangat penting 
sebagai ujung tombak dalam upaya kesehatan masyarakat dalam hal promotif dan preventif.
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Seluruh puskesmas di Indonesia pada tahun 2011, mendapatkan dana BOK  untuk 
menunjang akses pelayanan kesehatan. Pengawasan penggunaan dana BOK dilakukan oleh 
inspektorat jenderal Kementerian Kesehatan dan BPK. Penelitian yang dilakukan oleh  Gobel 
terhadap 8.500 puskesmas menunjukkan setiap puskesmas mendapat dana bervariasi antara 
Rp.10.000.000,- hingga Rp.20.000.000,-. Dalam hal dana BOK sebesar Rp.22.000.000,- untuk 
puskesmas wilayah timur dan Rp.18.000.000,- untuk puskesmas wilayah Indonesia Barat 
sedangkan puskesmas di tujuh kabupaten yang ada di Wilayah Jawa, Bali, Kalimantan, 
Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Papua, pemerintah akan memberikan dana BOK sebesar 
Rp.100.000.000,-. Puskesmas di tujuh wilayah tersebut dijadikan uji coba untuk mengetahui 
berapa banyak dana operasional yang dibutuhkan Puskesmas agar kegiatannya optimal.
3
 
Pengevaluasian yang dilakukan oleh Dasmar di Kabupaten Luwu menunjukkan bahwa 
terjadi peningkatan cakupan lingkup program BOK tersebut, akan tetapi belum tercapai dengan 
target SPM 2015 dengan adanya beberapa masalah dalam pengoperasiannya.
4
 Hal ini sejalan 
dengan permasalahan pada program BOK di Kabupaten Jeneponto, seperti terlambatnya 
penerimaan DIPA TA 2012 pada bulan Maret 2012, penyusunan perencanaan kegiatan BOK di 
tingkat puskesmas tidak melibatkan pengelola program yang terkait, masih banyak pengelola 
keuangan BOK puskesmas yang belum paham penata laksanaan keuangan BOK, pengelola 
3 
 
BOK puskesmas terlambat dalam memasukkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) dan tidak 
adanya alokasi dana untuk pengantaran SPM ke KPPN.
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Evaluasi diperlukan untuk mencari informasi, bukti-bukti dan hal apa yang menjadi 
kendala program BOK dalam suatu puskesmas, sehingga dapat memenuhi maksud dari 
pemerintah dalam meningkatkan peran puskesmas melalui upaya revitalisasi yaitu menjadikan 
puskesmas sebagai pusat pemberdayaan wilayah berwawasan kesehatan, pemberdayaan 
masyarakat, layanan kesehatan primer dan sebagai pusat layanan kesehatan peorangan primer. 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap BOK melalui pendekatan sistim 
dilihat dari input, proses dan output di Kabupaten Jeneponto. 
 
BAHAN DAN METODE 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan di tiga 
puskesmas di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto sebagai populasi penelitian, yaitu 
puskesmas Bontosunggu Kota, Puskesmas Bangkala dan Puskesmas Togo-Togo. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Februari 2014. Informan dalam penelitian ini 
sebanyak 8 orang yaitu Kepala Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Jenpeponto, 
Bendahara Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto, Kepala Puskesmas Bontosunggu Kota, Pengelola 
keuangan BOK Puskesmas Bontosunggu Kota, Kepala Puskesmas Togo-togo, Pengelola 
keuangan BOK Puskesmas Togo-togo, Kepala Puskesmas Bangkala dan Pengelola keuangan 
BOK Puskesmas Bangkala. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pendekatan deskriptif 
melalui observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen dengan menggunakan alat bantu 
tape recorder dan pedoman wawancara yang telah disiapkan dengan teknik purposive sampling 
sebagai teknik penentuan informan. Analisis data kuantitatif dalam penelitian ini adalah analisis 
univariat yang disajikan dalam bentuk tabel dan narasi dan analisis data kualitatif dengan 
menggunakan Model Miles and Huberman yang disajikan dalam bentuk tabel matriks content 
analysis (analisis isi). 
 
HASIL  
Distribusi informan berdasarkan kategori umur paling banyak berada pada kategori umur 
31-37 tahun yaitu sebanyak 5 orang. Distribusi berdasarkan jenis kelamin, lebih banyak petugas 
dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 5 orang dibanding perempuan sebanyak 3 orang. Distribusi 
4 
 
petugas berdasarkan pendidikan terakhir paling banyak yaitu tiga orang dengan pendidikan 
terakhir DIII, S-1 sebanyak dua orang dan Magister sebanyak tiga orang.       
Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam dalam aspek pengetahuan 
kebijakan terkait program dana BOK adalah seperti yang dinyatakan salah satu informan 
berikut: (Tabel 1) 
 “…Sebelumnya saya tidak hafal UU itu sendiri, yang pastikan mulai berlaku tahun 
2010 dan  kalo di Sul-Sel dapat di daerah Jeneponto dan daerah Palopo…” 
(ASH, 36 tahun, 24 Januari 2014)  
Sumber daya manusia (SDM)/tenaga pengelola merupakan salah satu bagian terpenting 
dalam pelaksanaan BOK. Tenaga pengelola yang dibutuhkan untuk program BOK minimal satu 
orang di setiap puskesmas. Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam dalam 
aspek kriteria pengelola program dana BOK adalah seperti yang dinyatakan salah satu informan 
berikut : 
“…Pengelola ini ada 2 yaitu pengelola di kabupaten dan pengelola di puskesmas, 
pengelola di kabupaten mungkin sudah memenuhi kirteria dan itu terkait dengan 
kemampuannya dan kalo pengelola di puskesmas saya kira itu sudah memenuhi criteria juga 
karna di puskesmas itu cuman pengelolanya ada 2 kepala puskesmas itu sendiri dan staf yang 
ditunjuk oleh puskesmas…” 
 (MKR, 46 tahun, 5 Februari 2014) 
Dana BOK merupakan dana APBN kementrian kesehatan yang penyalurannya melalui 
mekanisme tugas pembantuan ke kabupaten atau kota. Dana tersebut dibutuhkan untuk mebiayai 
program BOK. Kelancaran dana BOK disuatu puskesmas dilihat dari sasaran pendanaan 
program, system pencairan anggaran kegiatan dana BOK, pemanfaatan dana BOK, satuan biaya 
BOK di puskesmas, dan pertanggungjawaban dana BOK. 
Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam dalam aspek pengetahuan 
informan mengenai sasaran pendanaan program dana BOK adalah seperti yang dinyatakan dari 
salah satu informan berikut: 
 “…Sasarannya itu untuk program-program inti di puskesmas seperti imunisasi dan 
faksin ….”  
(NNK, 37 tahun, 23 Januari 2014) 
Indikator proses adalah indikator untuk mengukur seberapa aktif upaya yang 
dilaksanakan dalam mendukung berlangsungnnya program BOK di puskesmas. 
Pengorganisasian kegiatan BOK dimaksudkan agar pelaksanaan manajemen kegiatan BOK 
dapat berjalan secara efektif dan efesien. Pengorganisasian ini meliputi tugas, wewenang, dan 
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tanggung jawab program dana BOK. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui 
wawancara mendalam dalam aspek tugas, wewenang dan tanggung jawab program dana BOK 
adalah seperti yang dinyatakan dari salah satu informan berikut : 
 “…Besar sekali karna harus dilaksanakan kapan dia tidak laksanakan contohnya 
promkes (promosi kesehatan) itu sebenarnya penting sekali kalo kita keluar Cuman model kaya 
SD karna kalo promkes itu rata-rata penyeluhan bagaimana caranya pergi di sekolah-sekolah 
tentang penyuluhan cuci tangan yang baik sangat penting sekali supaya masyarakat dan anak-
anak sekolah harus tau bagaimana cara mencuci tangan yang baik, bagaimana cara mengosok 
gig yang baik…” 
(SKR, 29 tahun 27 Januari 2014)  
Pelaksanaan adalah ruang lingkup kegiatan yang disepakati oleh pemerintah. 
Pelaksanaan kegiatan dibidang BOK meliputi teknik pelaksanaan program, upaya kesehatan dan 
penyelanggaraan manajemen di puskesmas. Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara 
mendalam dalam aspek teknik pelaksanaan dana BOK adalah seperti yang dinyatakan salah satu 
informan berikut : 
 “…Tehniknya itukan sesuai dengan programnya masing-masing misalnya kunjungan 
rumah …”  
(RHJ, 49 tahun, 7 Februari 2014) 
Pelaporan merupakan pemberitahuan atau pertanggungjawaban baik secara lisan maupun 
tertulis. Pelaporan dalam bidang BOK dilihat meliputi keuangan dan pelaporan menyeluruh. 
Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam dalam aspek pelaporan yang 
dilakukan oleh pengelola BOK adalah seperti yang dinyatakan salah satu informan berikut: 
“…Dari januari sampai maret per satu bulan dananya BOK …”  
(MLN, 35 tahun, 29 Januari 2014)  
Pengawasan dalam bidang BOK bertujuan untuk mengurangi atau menghindari 
masalah yang berhubungan dengan penyalagunaan wewenang dalam pelaksanaan program. 
Pengawasan di bidang BOK melipui pengawasan melekat (waskat), pengawasan fungsional 
internal dan eksternal. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara 
mendalam dalam aspek pengawasan pemerintah mengenai BOK adalah seperti yang dinyatakan 
salah satu informan berikut: 
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 “…Saya kira pengawasannya pemerintah pusat ke propinsi berjalan secara baik 
pengawasannya karna selaku pembimbingnya di kabupaten kota itu ada kegiatan 
mengkoordinir atau penggunaan rasional …” 
(MKR, 46 tahun, 29 Januari 2014)  
Indikator output merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar hasil kegiatan 
yang dicapai dalam pelaksanaan program BOK. Berdasarkan Hasil penelitian yang diperoleh 
melalui wawancara mendalam dalam aspek dimana dana BOK dapat mendukung realisasi 
program puskesmas adalah seperti yang dinyatakan oleh salah satu informan berikut: 
 “…Pastinya secara mendukung, pastinya setidak-tidaknya kita sangat terbantu dengan 
adanya BOK adapun misalnya belum mencapai target setidaknya membantu melancarkan 
pelaksanaan program …”  
(ASH, 36 tahun, 26 Januari 2014) 
 
PEMBAHASAN 
Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK diluncurkan Kementerian Kesehatan tahun 
2010 untuk mendukung kegiatan operasional puskesmas, termasuk upaya kesehatan promotif 
preventif, dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Upaya 
kesehatan promotif-preventif adalah pilar utama masyarakat sehat.
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 Kebijakan Bantuan 
Operasional Kesehatan (BOK) mulai direalisasikan sejak pertengahan tahun 2010 untuk 
membantu puskesmas dan jaringannya serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat 
(UKBM) dalam melaksanakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif sesuai Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) menuju Millenium Development Goals (MDGs). Kebiajakan Dana 
BOK diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 210/MENKES/PER/2011 tentang 
petunjuk teknis Bantuan  Operasional Kesehatan. 
Hasil dari pernyataan dari para informan maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah 
telah mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk puskesmas dalam membantu puskesmas dan 
jaringannya serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dalam melaksanakan 
pelayanan kesehatan promotif dan preventif sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) menuju 
Millenium Development Goals (MDGs), dengan asumsi bahwa pernyataan dari informan yakni 
bahwa informan telah mengetahui secara umum tentang landasan kebijakan dana BOK ini 
bahwa domain landasan kebijakan ini yakni mengenai biaya operasional kesehatan. Salah satu 
penerapan pelaksanaan MDG’s yang terkait dengan program yang menggunakan dana BOK 
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adalah adanya program kesehatan lingkungan dimana khususnya pada sub program pengadaan 
air bersih dan sanitasi jamban keluarga. Hal ini sejalan dengan definisi kebijakan yang 
dikemukakan oleh menurut Ealau dan Pewitt bahwa kebijakan adalah sebuah ketetapan yang 




Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur masukan yang sangat berpengaruh 
terhadap keberhasilan program dana bantuan opersional kesehatan dan aset yang sangat penting 
dari suatu organisasi karena dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka 
perencanaan program menjadi lebih baik sehingga program dapat berjalan sesuai sasaran 
program. Sumber daya manusia dalam hal ini petugas kesehatan adalah penggerak dalam 
pelaksanaan program BOK. Peran dan keberadaan mereka dalam program ini sangat 
menentukan keberhasilan pelaksanaan program di puskesmas oleh karena itu sangat dibutuhkan 
dukungan manusia yang terampil dan berkualitas. Berdasarkan pernyataan dari para informan 
maka dapat disimpulkan bahwa dari aspek sumber daya manusia atau  tenaga pengelola dana 
BOK di Kabupaten Jeneponto telah sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan penetapan 
pengelola sesuai prosedur (berdasarkan kemampuan dan tanggung jawab pad jabatan 
sebelumnya). Semua puskesmas pun telah memiliki pengelola dana BOK yang mengurusi dana 
tersebut guna mendukung pelaksanaan program puskesmas mulai program inti (wajib) dan 
program dukungan. Asumsi dari kesimpulan tersebut yakni bahwa pengelola dana BOK 
diartikan oleh informan sebagai bendahara puskesmas dan bendahara kabupaten dengan kriteria 
yang telah ditetapkan karena menyangkut pendanaan program puskesmas.
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Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan dana dari pemerintah 
melalui Kementerian Kesehatan untuk membantu pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan 
sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dana ini disalurkan ke daerah melalui tugas 
perbantuan dan secara khusus ditujukan untuk menunjang kegiatan puskesmas, terutama dalam 
upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil pernyataan informan 
maka diperoleh bahwa sasaran pendanaan program dana BOK adalah program wajib puskesmas 
dan program penunjang terutama untuk kegiatan di luar puskesmas serta menejemen operasional 
termasuk kegiatan monitoring evaluasi dengan pertanggugnjawabannya dilaksanakan dengan 
membuat pratugas APBD serta laporan kegiatan yang nantinya akan diverifikasi. Selain itu 
untuk program di luar puskesmas maka dibuat sebuah surat pelaksanaan tugas luar. 
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Pada proses pengorganisasian, berdasarkan informasi dari informan mengenai dana BOK 
ini adalah bahwa kegiatan pelaksanaan program dana BOK ini diutamakan untuk program 
posyandu yang selanjutnya pada kegiatan dan program promosi kesehatan. Pelaksana program 
tergantung dari program masing-masing artinya tiap program memiliki tenaga pelaksana yang 
berbeda. Selain itu ada pula informan yang kurang mengetahui tenaga pelaksana BOK lainnya di 
lingkup puskesmas atau dengan kata lain hanya jabatannya saja sebagai bendahara puskesmas. 
Berdasarkan pernyataan tersebut maka sistem pengorganisasian dana BOK di Kabupaten 
Jeneponto telah memadai dan telah sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Hal ini sejalan 
dengan kaitan teori mengenai tujuan dari pengorganisasian, yaitu dalam pembagian tugas dapat 
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan dengan pembagian tugas diharapkan setiap 
anggota organisasi dapat meningkatkan keterampilannya secara khusus (spesialisasi) dalam 
menangani tugas-tugas yang dibebankan dan apabila pengorganisasian itu dilakukan secara 
serampangan,   tidak   sesuai dengan bidang   keahlian seseorang,   maka   tidak mustahil dapat   
menimbulkan   kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan   itu.
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Hasil wawancara informan memberikan informasi mengenai pelaksanaan program di 
puskesmas bahwa upaya kesehatan di puskesmas terdiri dari dua kegiatan atau upaya, yakni 
kegiatan di dalam dan di luar puskesmas/kegiatan lapangan. Untuk kegiatan di luar 
puskesmas/luar gedung/lapangan maka dananya berasal/dibantu dari dana BOK ini. Selain itu 
manajemen di puskesmas diadakan tiap bulan dan sesuai dengan prosedur yang ada namun 
prosedur manajemennya tidak disebutkan secara rinci. Namun, terdapat informan yang 
menyatakan bahwa manajemen di puskesmasnya kurang baik dengan ditandai dengan pegawai 
atau petugas yang cepat pulang tidak sesuai dengan jam masuk pulan kantor, dan ketika 
dokternya telah pulang maka yang tinggal memeriksa adalah perawatnya sehingga dapat 
disimpulkan bahwa meski pelaksanaan program dengan bantuan dana BOK ini secara umum 
telah berjalan baik namun rendahnya pelaksanaan manajemen dan pengawasan dapat berakibat 
pada rendahnya kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas pada masyarakat. 
Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-
hal yang berhubungan yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama 
satu periode tertentu.
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 Dari segi pelaporan, berdasarkan pernyataan informan diperoleh bahwa 
pelaporan keuangan dilakukan secara perodik dengan adanya sistem koordinasi dengan 
pengelola BOK kabupaten mengenai format dan verifikasi laporan keuangannya. Hal ini sama 
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dengan sistem pelaporan sebelumnya bahwa pelaporan dilakukan setiap bulan oleh pengelola 
program namun tidak maksimal karena sistem pelaporan manual sekarang sudah berubah ke 
sistem online dimana kendalanya sumber daya puskesmas yang semuanya belum mengerti 
sistem online ini. Adanya permasalahan tersebut maka diharapkan SDM di puskesmas dan juga 
pengelola dana diberikan pealtihan dan pendidikan sehubungan dengan perencanaan, 
pelaksanaan sampai pada pelaporan sebagai laporan pertanggungjawaban agar tidak ada lagi 
masalah seperti ini. Keterlambatan pelaporan akan berdampak terhadap pencairan dana untuk 
kegiatan berikutnya yang pada akhirnya akan menghambat capaian program sesuai yang 
diharapkan.
9
 Sehingga berdasarkan data tersebut  maka dapat disimpulkan bahwa sistem 
pelaporan program BOK di kabupaten jeneponto belum memadai karena belum terlaksana 
sebagaimana mestinya. 
Hasil pernyataan informan mengenai jalannya proses pengawasan, maka diperoleh 
informasi bahwa pengawasan pemerintah mengenai BOK ini dilakukan pemeriksaan setiap 
tahun secara periodik. Dalam hal pengawasan, untuk masing-masing kegiatan atau program, 
masing-masing bidang mengawasi program yang ada di BOK, misalnya bidang BKM 
mengawasi tentang penyuluhan contohnya kejadian DBD itu juga dengan puskesmas mengawasi 
tentang kegiatan KIA. Pengawasan melekat dilakukan dalam pelaksanaan program BOK di 
Kabupaten Jeneponto dan dilaksanakan dari pusat seperti provinsi. Pengawasan eksternal dalam 
program BOK adalah bahwa pengawasan dilakukan oleh BPK dan BPKP dimana pemeriksaan 
dilakukan sebanyak tiga kali, yakni mulai dari inspectoral, BPK, dan BPKP. Berdasarkan 
informasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan dana BOK di Kabupaten 
Jeneponto sudah baik dan memadai untuk mengawasi segala pelaksanaan dan transaksi pada 
dana BOK ini. 
Program dikatakan berhasil jika target atau tujuan tercapai sesuai dengan standar yang 
telah ditetapkan.
10
 Dana BOK ini memiliki tujuan atau target bahwa mampu membantu 
puskesmas dalam memberikan SPM kepada masyarakat sehingga tercapainya cakupan program 
puskesmas. Mengenai cakupan program BOK di Kabupaten Jeneponto saat ini dapat kita lihat 
dari data kuantitatif pada hasil penelitian bahwa adalah capaian cakupan progam puskesmas di 
Kabupaten Jeneponto mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan dana menjadi penggerak 
segala program, dengan adanya dana BOK ini artinya semua program puskesmas dapat 
terbantukan sehingga capaian program  dapat diperoleh. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
10 
 
kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni di Kabupaten Gowa yang 
menyimpulkan bahwa pelaksanaan dari suatu program lingkup kesehatan akan berjalan dengan 




KESIMPULAN DAN SARAN 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan program dana BOK di Kabupaten 
Jeneponto menunjukkan bahwa pelaksanaan sudah berjalan dengan baik yang terlihat dari aspek 
kebijakan yang sudah mengeluarkan dana BOK dengan tepat, aspek SDM yang menunjukkan 
tenaga pengelola dana BOK telah sesuai dengan pedoman dan aspek dana pelaksanaan program 
sudah mencukupi, kemudian aspek pengorganisasian memiliki tenaga pelaksana yang berbeda 
serta dari aspek pengawasan dilakukan pemerintah setiap tahun secara periodik sehingga pada 
aspek pelaporan  menjadi baik karena laporan keuangan dilakukan secara periodik. Penelitian ini 
menyarankan agar capaian cakupan program dapat maksimal dan semua program dapat 
terlaksana. 
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